BAR YV
PENUTUP DAN KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan
Penerapan komunikasi pelayanan publik oleh BPKI melalui website
JogjaKl merupakon langkah strategis untuk merekonstruksi informasi hukum
yang kompleks menjadi pesan yang lebih cair dan aksesibel bagi pelaku UME.
Melalui penggunaan | konten ﬂ#ﬂ ‘editkasi dengan pengemasan yang
menarik. Smmmmmmm terbang tinggi. BPKI
telah beripaya memmllﬂﬁ thak sipil masvarakat *m: keterbukaan informasi
publik sesua: amanat Undang-Undangz Nomor 25 Tahun 2009, Hasil penelitian
ini mengungkap temuan krusial pada empat dimensi utama pelayanan digital
pada dimensi' Efficleney, ditemukan hambatan berupa ketiadsan transparansi
ﬁm'un hva yang memaksa pongguna mncmvwmmd ﬁluar sistem
;nll dlmmsi Reliabifity, ditemukan stagnasi kualitas itjmm akibat
keterbatasan anggarin  pemeliharaan  yang  menyebabkan website sulit
dkmﬂ:mghn secarn masif dan aktual namun pada dimensi Tiwesr, ditemukan
hasil positif berupa tingginya kepercaynan publik karena adanys sinkronisasi
data yang akurat antara sistem pendsftarn otomatis dengan prosedur hukum
{SOF) yang menjamin keamanan pengguna; :lanh;iﬂﬂ;‘]ﬂa cﬁmm Citizen
Euppau.dﬂ.mmuhn baliwa rupmmtas serta kompetensi staf melalui saluran
VhatsApp menjadi kunci mrhasﬂﬂ.n pelayanan dolam menjembatani
kwm audiens. Secarn l:‘eselm temuan ini menunjukkan
bahwa kekmnngan |:u:da dimensi Efficiency & Wn berhasil ditutupi oleh

kekuatan interaks 1 i M wmﬂ\ﬂ Treevt & Citizen

Suppart.
Meskipun sistem digital menghadapi keterbatasan, kualitas komunikasi

pelayanan tetap terjaga melalui Jo-brid yang mengintegrasikan saluran digital
dengan interaksi interpersonal melalui WhatsApp. Interaksi im berfungsi
sebagai penvelamat bagi audiens yang mengalami kendala teknis, di mana
kecepatan respon dan kompetensi staf terbukti mampu menutupi keterbatasan
fitur otomatisasi pada sistem. Hal i tercermin dari tingkat kepercayaan



masyarakat yang tetap berada pada angka sangat baik yvang menunjukkan
bahwa kepuasan UMK lebih ditentukan oleh aspek responsivitas staf dalam
memberikan solust langsung dibandingkan fungsionalitas website semata.
Dengan demikian, keberhasilan komunikasi pelayanan publik di BPKI sangat
bergantung pada sinergi sntara keandalan sistem pendaftaran otomatis dan
profesionalisme staf dalam menguasai materi HKI guna menjamin pelayanan
yang berkualitas bagi masyarakat,

Kondisi. hmlkaslm publik di DI, Yogyakarta yang masih
bergantung pada aspek. nerpersonal tercermin ﬂhi data pendafiaran HKI
nasional tahun 2025, anhﬂ kwn Tengah perhasil mencapm 31,522
Emnhunan dun menempalti peringkat keempat 1 ni.imml sedangkan D.1.
Yunylhr[u teﬂahaﬂ ﬁ peringkat keenum &W 10201 ;mmnhnn:l.n Hal
memperkuat argumen bahwa kemandirian sistem Wmeﬂukﬂﬂ
akselernsi fungsional agor tidak hanys bertumpu pada interaksi staf, guna
mﬂnmn partisipasi pelaku UMK secar lebih masif dan fenwkur.

5.3 L Sm'l'mrlhi
Secara teoritis, penelitian im dlhmuphudq.tmenﬁmfemnm
dalam pengembangan studi llmu Komunikasi, H#su:np mengenal
kualitas komunikaasi pelayanan publik melalui model ¢-GovQual.

Penulis. m‘ljﬂr kajian mendatang dapal memperdalam

Iﬂﬁp.]ﬂh aspek hniﬂﬂtnn komﬂnikﬂi: yang bersifat situasional,

seperti faktor binya |:|tll! responsivitas petugas, guna membedah

bagaimana hmﬂlhm. mﬁﬂ.m efektivitas penyampaian
pesan dan komunikator kepada komunikan. Selmin itu, disarankan
adanya pengembangan riset mengenai konvergensi media muna melihat

bagaimana integrasi antara saluran informasi statis (websife) dan
interaktif { pesan instan) dapat menciptakan alur komunikasi yang lebih
simetris dan partisipatif.



522, Saran Praktisi
Saran praktisi inl diberikan kepadn pihak BPKI sebagai
masukan dan bagi penulis selanjutnya
a. Kepada objek penelitian
Pihak BPKI disarankan untuk terus meningkatkan kualitas
responsivitas admin, terutama pada fitur interaksi langsung seperti
Ruang Takon dan Whatsfipp, Mengingat karakteristik pelaku UMK
yang Sangst berganfung pada pendampingan, kecepatan dalam
mbﬁ:ﬂmh kﬂﬁhw dnﬁmﬂ'ﬂhfmcn}a& kunci utama
dalam menjaga antusiasme mereka untuk mendaftar. Selain itu,
sehubungan dengan adanya hambatan biays pendafiuran yang
dignggap’ mahal oleh sebagian besar UMK, pihak BPKI perlu
memberkan informasi yang lebih w dm transparan
mengenai  skema  bantuan, subsidi, oiou program  fasilitasi
pendaftaran HK1 di halaman wtnma website gmn mng
;.;:ani.ngkatnn catfl teo exction dan pengruna.
b. Kepada para pembaca
Bagi peneliti selanjuinya yang terfarik untuk mendalami
topik serupa, disarankan untuk melakukan pena&l.hn dengan
udﬂkqlnn kuantitatif guna mm:fn;uikmhﬁlyung febih terukur
oo .. m statistik. meﬂm penelitian ini
m:lnmjlﬂnt ﬁ:gm konten \lwll yang kurang optimal akibat
-nidatang ﬁa.mpkan dapat menguji
efektivitas pm paﬂl mw {video edukasi) dalam
mengubah perilaku pmdﬂﬁanm HKI secara nyata. Melalui metode

keterbatasan 1 anggaran, riset

kunntitatif, pencliti dapat mengukur secars pasti sejauh mana
simplifikasi pesan mampu menurimkan tingkat kecemasan audiens
terhadap prosedur hukum yang teknis, serta menganalisis korelasi
atau dampak signifikan pengpunaan format tersebut terhadap
peningkatan jumlah pendaftaran mandin oleh pelaku UMK pada

pinﬂ'unn C-goverament.
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